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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan sistem pengendalian intern 

dalam unsur lingkungan pengendalian pada pengelolaan dana PEM Kelurahan 

Fatululi adalah sebagai berikut : 

1. Didalam lingkungan pengendalian tidak ada ketegasan dari pimpinan dalam 

hal jaminan yang diberikan kepada calon penerima dana PEM tidak kuat 

sehingga dalam pelaksanaan penagihan masyarakat tidak terikat dengan 

perjanjian yang ada. 

2. Tidak ada pengawasan terkait dalam hal ini inspektorat dan kejaksaan 

sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada hukum yang mengikat. 

3. Data perguliran dana PEM pada kepemimpinan lama tidak terdeteksi 

sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penagihan dana 

PEM pada pemimpin yang baru. 

6.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta kesimpulan 

pada penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian 

ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi Inspektorat atau Bappeda harus ada aparat pengawas untuk lebih tegas 

dalam mengawasi setiap operasional dari LPM sehingga dalam pengelolaan 

dana PEM dapat terealisasi dengan baik. 

2. Bagi LPM harus memiliki kearsipan data penerima dana PEM yang lengkap  
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dalam pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 

sehingga dalam pelaksanaan penagihan kepada penerima dana PEM tidak 

ada kekeliruan dalam hal jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana 

yang nantinya akan dikembalikan kepada LPM. 

3. Bagi ketua LPM harus lebih tegas dan konsisten dalam kebijakan penagihan 

terhadap penerima dana PEM serta harus memiliki jaminan yang harus kuat 

dari penerima dana PEM kepada LPM. 
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